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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN PELABUHAN DI DAERAH
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Di Pelabuhan Belawan)

Nama : Patartua H. Sitompu
NIM : 141803059
Program : Magister Hukum

Pembimbing I : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang
womor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional
=rtz menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Sebagaimana undang-
mizng pemerintahan daerah telah memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi daerah untuk mengelola
=n meningkatkan pendapatan derah terkait pengembangan pelabuhan sejak diundangkannya Undang-
‘ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:
‘ertama, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Tentang Pengaturan Pengelolaan Pelabuhan di Daerah
fenurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Kaitannya dengan
ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ? Kedua, Bagaimanakah Pemenuhan Hukum
alam Rangka Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
emerintahan Daerah? Ketiga, Bagaimanakah Mengatasi Permasalahan dalam Pengembangan
‘engelolaan Pelabuhan di Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ? Metode yang
igunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada
orma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan
emerintah. Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan
=ta yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada
ata vang dikumpulkan. Hasil penelitian adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
elayaran terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kepelabuhan yang memerlukan pengaturan
=bih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Undang-undang tersebut menetapkan sistem otoritas
elabuhan yang akan melaksanakan peran pengaturan, mengakhiri kendali monopoli BUMN atas layanan
clabuhan, dan mengharuskan penyusunan rencana induk pelabuhan nasional dan daerah. Perlindungan
ukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan berbagai
rusan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam.
‘ermasalahan yang muncul dalam pengelolaan pelabuhan di daerah selama ini adalah adanya konflik-
onflik pemanfaatan dan kekuasaan. Upaya penanganan masalah tersebut diharapkan dapat dilakukan
ecara reaktif artinya pemerintah daerah dapat melakukan resolusi konflik, mediasi atau musyawarah
alam menangani masalah tersebut. Secara proaktif adalah upaya penanganan konflik pengelolaan

1asa yang akan datang.

Kata Kunci: ~ Perlindungan Hukum, Pengembangan Pelabuhan di Daerah, Undang-undang
No.17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah



ABSTRACT

LEGAL PROTECTION ABOUT PORT DEVELOPMENT IN THE REGION
ACCORDING TO LAW NQ. 17 OF 2008 ON SHIPPING RELATION TO LAW NO. 23
YEAR 2014 ABOUT LOCAL GOVERNMENT
(Studied At Port Of Belawan)

Name : Patartua H. Sitompul

NIM > 141803059

Program : Master of Law

Supervisor [ : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Supervisor 11 : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

The cruise was part of sea transportation as mandated by Law No. 17 Year 2008 on
the voyage becomes a very strategic for national as well as insight into the vital means of
supporting the goals of national unity and integrity. As local government legislation has
provided the freedom and opportunity for the region to manage and increase revenues
associated derah port development since the enactment of Law No. 23 Year 2014 on
Regional Government. The problem in this research are: First, How About Legal
Protection Regional Ports Management Arrangements According to Law No. 23 Year 2014
About Local Government and Relation to Law No. 17 of 2008 on Shipping? Second, Law
in Order Fulfillment How Legal Protection According to Law No. 23 Year 2014 About the
Regional Government? Third, How to Overcome Problems in Development Management
of Ports in the area between the Central Government and Local Government? The method
used in this study is a normative legal research that is research-norma refers to the norms
and principles of law contained in the legislation and regulations. The reason is based on
the paradigm of the dynamic relationship between theory, concepts and data which is
Sfeedback or modifications that remain of the theories and concepts that are based on the
data collected. The results of the study are Law No. 17 Year 2008 on the voyage there are
provisions governing the port that require further adjustment in the form of government
regulation. The law establishes a system of port authorities who will carry out the role of
regulation, ending the monopoly of state-owned enterprises control over the service port,
and the port master plan requires the preparation of national and regional. Legal
protection in carrying out regional autonomy in accordance with the enactment of Law No.
23 Year 2014 on Regional Government, legal protection against the implementation of
various government affairs in order to give service to the community and natural resource
management. The problems that arise in the management of the port in the area for this is
the existence of conflicts and power utilization. Efforts to tackle the issue is expected to be
reactive means that local governments can perform conflict resolution, mediation or
deliberation in addressing the problem. Proactively is conflict resolution and management
of ports actively to anticipate or mitigate potential conflicts in the future.

Keywords: Legal Protection, Port Development in the Region, Act 17 of 2008 on Shipping,
Law No. 23 2014 On Local Government
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BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki
13.000 pulau dalam bentang 3.500 mil. Indonesia juga memiliki garis
pantai terpanjang ke-empat di dunia dengan panjang lebih dari 95.181
kilometer. Indonesia adalah Negara maritim, dimana lautan Indonesia
lebih luas dibandingkan daratannya. Kondisi geografi Indonesia ini kemudian
menghasilkan pola pikir yang diperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa
yakni sebuah pemikiran mengenai wawasan nusantara dimana di dalamnya laut
memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pemikiran mengenai
wawasan nusantara ini dimulai dengan konsepsi nusantara (Archipelago
concept).'

Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana
amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi suatu
yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang
menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional.

PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan adalah Badan Usaha Milik
Negara dilingkungan Departeman perhubungan. Sebagai salah satu dari 17

BUMN di lingkungan Departeman perhubungan oleh pemerintah diberi

! Christo Yosafat, “Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan 4sa Cabotage dalam Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap JasaPerhubungan Laut”, (Depok:Ul,
2010), hal 1



wewenang sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan dan pengusahaan jasa
pelabuhan umum yang diusahakan berlokasi didaerah Istimewa Aceh, Propinsi
Sumatera Utara dan Propinsi Riau.

Sebagai Persero, pemilikan saham sepenuhnya berada di tangan
pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan Republik Indonesia dan pembinaan
taknis operasi berada di tangan departeman perhubungan laut. Pelabuhan belawan
merupakan cabang utama yang termaksud dalam PT.(Persero) Pelabuhan
Indonesia | Medan bersama pelabuhan lainya yang berada di sumatera Utara,
Aceh, dan Riau.

PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia 1 Medan, sebagai badan usaha milik
negara( BUMN) yang berbentuk perseroan bergerak dalam bidang pelayanan jasa
kepelabuhan dan usaha lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pentingnya sektor pelabuhan di Indonesia ini membuat PT (Persero)
Pelabuhan Indonesia memiliki perlakuan khusus oleh Pemerintah. Hal ini
diperlukan untuk memenuhi tujuan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dimana
tertuang pada Pembukaan UUD 1945

...Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indownesia dan untuk
memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa... 2

2 Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
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